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ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PEMAKAIAN
PUI.SA TELPON ATAS NAMA 'PIHAK LAIN

- f. ' ' R I Snyanto
Akhlr-akhlr ini_ senng men}adz pemb:caman, [t
mengenai banyaknya kejadian tentang kejahatan. |- ...
yang dilakukan .melalui. peralatan telekomuni- .{ -
kasi, terutama mfmgenm pemakdian pulsa tele- | .- 4
pon dimana pembayarannya dibebankan kepadn
pemilik nomor sambungan telepon, yang merasa .|
tidak tahu menahu tentang pemakaian pulsa.ter- -} .
sebut. Cara yang diperguiakan’ untuk melaku- |
kan perbuatan tersebur bermacam—macam, na-

pelaku tertangkap, hukum mana dan hukuman.
apakak yang Jaranya tepat untuk dapat d:;atuh— .
kan terhadap pelaku. bersangkutan ;

. \ '9,-' 7o i
. l.a.nr .

. Cirre i Pendahuluan

 Akhir- akhu uu telah marak pembxcaraan orang mengena1 pema-
kalan pesawat telepon dengan perhituingan pulsa yang. demikian
besar, di mana pembayaranatas jumlah.pulsa tersebut- dibebankan
kepada pihak lain yang ternyata merasa, ndaljcj_p_emah mempergu-
nakan pesawat teleponnya sampai sedemikian banyak jumlah pulsa-
nya. Pemilik nomor sambungan telepon yang wajib membayarjumlah
pulsa tersebut ]uga merasa tidak pemah memberikan. persetujuan atas
pemakzuan pesawat telepon kepada pemaka.\ yang. bersangkutan, da.n
bahkan hdak mengetahul sama. sekah, bahwa TOMOr. sambungan
teleponnya dipergunakan oleh orang Tain,

. Pada tahun lalu juga telah pemah diadakan Suatu pembahasan
mengenax beberapa perbuatan curang'yang | berkaltan dengan bidang
telekomumkas1 tersebut, Pembahasan jtu dxselenggarakan dalamsemi-
nar sehari dengan top,lk "Kejahata.n di. B1dang Telekomunikasi dan
Penanggulangannya d1 Indone51a yang dmelenggarakan atas. ker]a-
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a8 Hukum dan. Pembangunan

sama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan PT Telkom, di
Semarang pada tanggal 25 April 1996 yang lalu.

Dalam tulisan ini tidak akan dibahas mengenai bagaimana cara
sesecrang melakukan- man1pula51 pulsa telepori yang telah dipergu-
nakannya.itu ke dalam réekening pembayaran pulsa p1hak lain, akan
tetapi tulisan ini hanya akan membahas mengenai segi hukum (khu-
susnya hukum pidana) atau perbuatan tersebut.

Dalam ketentuan hukum pidana tertulis yang sekali berlaku di
Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP), belum terdapat pengatiiran mengenai perbuatan manipulasi
pemakaian pulsa telepon’ tersébut. Sedangkan: pélaksangan hukum
pidana’ di Indonésia menganut asas legahtas sebagan:nana dapat di
simpulkan dari bunyi ketentuan Pasal 1 aya'cw(l) KUHP yang menya-
takan bahwa: an

“Tiada sualu perbuatan bo.'eh dlhukum melamkan atas kzkuatan ke-
tentuan p:dana dalam undang undang yang ada ferdahufu dari pada

perbuatan itu”. F i

Asas legahtas tersebut terkenal dengan 1st11ah nul!um dehctum
nulla poena sine pragvia lege poemzh yang intinya adalah bahwa suatl
perbuatan baru dapat dihukum atau dipidana’ apabl.la sebelum per-
buatan itu dilakukan, undang-undang tertulis telah merngancam per-
buatan tersebut dengan suatu hukuman. Atau dengan perkataan lain
bahwa undang-undang tertulis' harus telah mencantumkan terlebih
dahulu bahwa suatu perbuatan tertentu mempakan perbuatan yang
dapat: dlpldana, sebelum kemungkmannya perbuatan 1tu dllakukan
oleh seseorang sl

- Dari asas legahtas ]uga tersirat suatu ‘maksud bahwa’ ketentuan
Undang—undang (khususnya ik " pldana) tidak’ dapat berlaku
surut atan mundur kebelakang Artinya sébagaimaria telah dikemu-
kakan'di atas,yaitu“bahwa- ketentuan-ketentuan - pldana ‘terhadap
berbagai parbuatan, yang dibuatsetelah perbuatan—perbuatan tersebut
terlanjur dilakukan: seseorang, ketentuan-ketentuan pldana itu tidak
dapat dikenalkan kepada para pelaku dan masmg-masmg perbuatan
bersangkutan s
cantum di da]am KUHP: Uengan deml.klan Berdasarkan asas tersebut,
perbuatan minipulasi pulsa’ teiepon itu secara "formal” tidak: dapat
dikwalifikasikan sebaga: sebaga1 stiati' indak’ pldana, sehmgga secara

yuridis formal” terRadap pelakunya apabili terbukti, juga Hdak dapat
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Pemalaian Pulsa Telepon 69

diadili berdasarkan ketentuan dalam KUHP. '

Perbuatan manipulasi pemakajan pulsa telepon sebagalmana dxse
butkan di atas, kecuali jelas menimbulkan kerugian materiel bagi
orang lain, perbuatan itu juga dapat dikatakan sebagai suatu per-
buatan yang “melawan hak", karena pemakaian nomor sambungan
telepon itu tanpa persetujuan dan bahkan tanpa sepengetahuan dari
pemilik nomor sambungan telepon yang bersangkutan. Atau dengan
perkataan lain bahwa sipemakai pesawat telepon tersebut dengan

“tanpa hak" telah mermanipulasi jumlah pulsa telepon orang lain yang
tidak- mempergunakannya

Pengertian "melawan hak"” dan "tanpa hak""

Dilihat dari maksud yang terkandung di dalam kedua macam
istilah tersebut terhadap sipelaku, sebenarnya tidak terdapat perbe-
daan pengertian. "Melawan hak" artinya sipelaku telah melakukan
suatu perbuatan tertentu dengan melawan hak orang lain, di mana
sebenarnya perbuatan tertentu tersebut hanya baleh dilakukan oleh
orang yang mempunyai hak untuk melakukan perbuatan yang ber-
sangkutan. Sedangkan "tanpa hak" menunjukkan -bahwa sipelaku
tidak memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan bersangkutan.
Dengan demikian makna dari kedua istilah tersebutterhadap sipelaku
adalah sama, yaitu bahwa sipelaku seharusnya tidak melakukansuatu
perbuatan baik secara melanggar hak orang lain, maupun tanpa ia
sendiri mempunyai hak untuk melakukan perbuatan bersangkutan.

Dalam teari ilmu hukum perdata, sejak semula telah terdapat
suatu anggapan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan secara "mela-
wan hak" (“subjectief recht") orang lain, merupakan perbuatan yang
melawan hukum". Kemudian anggapan tersebut meluas, yaitu bahwa
suatu perbuatan yang berlawanan dengan "kepatutar yang harus
diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadiataitbenda
crang lain", juga dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang berten-
tatangan dengan hukum ("onrechtmatige daad").! Dengan demikian
suatu perbuatan yang dilakukan sipelaku yang tidak mempunyai hak
untuk melakukan perbuatan bersangkutan. berarti dapat disebut

"1Subekti, Pokok-Pokok Hukur Perdata, Cetakan ite-M,Iakarta: PT Intermasa, 1979, hal’ 110-
. - . 2 . , '
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700 Hukum dan Pembangunan

sebagal perbuata.n ‘melawan hukum®. -

Dari uraian singkat di atas, maka dapat d1tar11< suatu kemmpulan
bahwa dengan demikian perbuatan sipemakai pesawat telepon yang
mempergunakan nomor.simbungan telepon orang lain sebagaimana
telah . dikemukakan, berdasarkan teori ilmu hukum perdata dapat
dikualifikasikan sebagai perbuatan yang "melawan hukum".

Dalam Pasal 1635 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPer) disebutkan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kemgmn ke-

pada orang lain, mewajibkan ovang yang karena salahnya mener-

bitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Kemudian ketentuan Pasal 1366 KUHPer menyebutkan bahwa:
"Setiap orang bertanggungiawab tidak saja untuk kerugian yang
disebabkan karena perbustannya, tetapi juga untuk kerugian yang
disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. -

Dari bunyi ketentuan kedua pasal tersebut, jelas bahwa pemakai
pesawat telepon sebagaimana dikemukakan, dapat dikenakan sanksi
perdata sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal bersangkutan,
baik perbuatannya itu dilakukan secara sengaja maupun karena kela-
laiannya. Dalam hal ini maka sipemakai atau sipelaku wajib mem-
berikan ganti kerugian kepada sipemilik nomor sambungan telepon
yang telah d1rug1kannya

Kualiﬁka.si Perbuatan Manipulasi Pulsa Telepon
Dmn]au Dari Teon lmu Hukum P1dana

a. A}amn Mengenai Sifat Mefawan Hukum (* Wedermchteh}khad ")

Dalam teori ilmu hukum pidana, aiaran mengenai "sifat melawan
hukum" dibedakan antara "sifat melawan hukum secara formil" ("for-
mele wederrechtelijkheid”) dengan, "sifat melawan hukum secara mate-
riel” ("materiele wederrechteh}khetd A :

Penganut ajaran sifat melawan hukum secara for:ml berpen-
dapat bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan” hukum" apabila
perbuatan tersebut termyata memenuhi semua unsur tindak pidana
{(delik) yang tertulis secara tegas di dalam suatu pasal mengenai per-
buatan bersangkutan. Sedangkan penganut ajaran "sifat melawan
hukum secara materiel” berpendapat bahwa suatu perbuatan dapat
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Pemakaian Pulsa Telepon 71

dikatakan "melawan hukum" tidaklahselalu harus memenuhi semua
unsur delik sebagaimana tercantum di dalam suatu pasal-perundang-
undangan pidana, akan tetapi suatu perbuatan yang "bertentangan.
dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masya-
rakat baik terhadap pribadi maupunterhadap hartabenda"jugaharus
dipandang sebagai suatu perbuatan-yang "melawan -hukum®.2?

Berdasarkan pendapat dari penganut ajaran “materiele wederrech-
telijkheid” tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa apa yang
dimaksudkan sebagai "perbuatan melawan hukum”, baik dalam teori
ilmu hukum pidana maupun dalam teori ilmu hukum perdata mem-
punyai pengertian yang sama, di mana dalam teori ilmu hukum per-
data disebut sebagai onrechtmatige daad” sebagaimana telah dikemu-
kakan. Dengan demikian maka' perbuatan manipulasi pulsa telepon
tersebut, dalam teori ilmu hukum pldana juga dapat dianggap sebagai
suatu perbuatan melawan hukum.

Dengan dapat dianggapnya perbuatan man1pu1a51 pulsa telepon
tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum
pidana, maka pertanyaan yang timbul yaitu apakah-dengan demikian
terhadap pelakunya-juga dapat-dikenakan sanksi- pidana? Untuk
dapat menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu harus diperha-
tikan adanya asas-asas dan a]aran-a]aran yang dlanut dalam teon ilmu
hukum pidana. '

Asas utama yang perlu d1perhat1kan adalah asas. legahtas seba-
gaimana telah dikemukakan. Berdasarkan asas'legalitas, terhadap

pelaku dari-perbuatan manipulasi pulsa telpon tersebut, jelas tidak.

dapat dikenakan sanksi pidana, karena perbuatan. tersebut tidak ter-.
dapat perumusannya:di dalam salah satu pasal KU'HP yang berlaku
sekarang,.

A)aran “materials wedeﬂechteh}khezd " telah menghasnlka.n snatu
kesimpulan bahwa perbuatan manipuilasi pulsa telpon tersebut dapat
dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang.hukum

pidana. Namun “materiele wederrechtelikheid” itu sendiri dibedakan’

dalam dua macam, yaitu" matenelewederrechteh]khexd yangbermlm
posﬂ:l.f' dan yang bernilai “negatif". T ’

"Materiele wederrechtelijkheid” bernilai "positif”. yaitu apabila
suatu perbuatan ternyata bertentangan dengan kepatutan yang harus

[ g
(LM

2SR Sianluri, Asas-Ases Hukum Pidana di Indonesia dan Pm:rapannya ]akaﬂa. Alumni

AHAEM- PETEHAEM 1989, hal. 147-150.
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72 Hukum dan Pembangunan

diindahkan-dalam pergaulan masyarakat baik terhadap pribadi mau-
pun. harta benda, namun: perundangrundangan pidana tidak meru-
muskan mengenai. perbuatan tersebut.? Perbuatan manipulasi pulsa
telepon adalah termasuk’di dalamhnya, maka dengan demikian untuk
pemidanaannya harus: memperhatikan kembali asas!legalitas. .

Materiele wederrechtelijkheid bemilai: "negatif” yaitu apabila
suatu perbuatan dirumuskan di dalam perundang-undangan sebagai
findak pidana, namun temyata perbuatan itu, tidak bertentangan
dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masya-
rakat baik terhadap. pribadi maupun harta benda;* sedangkan per-
buatan manipulasi telepon sebagaimana dimaksud, merupakan keba-.
likan. dari’ pernyataan-di atas.. Dengan demikian:melalui beberapa
pendekatan tersebut; belum diperoleh.suatu jawaban atas pertanyaan
mengenai dapat atau-tidak dapatnya:pelaku mampula51 telepon itu
dlkenakan sank51 pldana atas perbuatannya NSRRI ,
b. Interpertas: atau penaf.ﬂmn dalam teon ilmu. hukum prdana

Dalam bidang hukum pidana juga diperbolehkan memperguna-
kan interpertasi ataupun penafsiran sebagaimana dalam'bidang hu-
kum-lainnya, kecuali ‘penggunaan "analogi’. Larangan. penggunaan
"analogi" tersébut juga-tersirat dafi bunyi ketentuan Pasal‘1 ayat-(1)
KUHP (asas legalitas). Dalam uraian terdahulu telah dikemukakan,
bahwa asas legalitas menghendaki ketentuanundang-undang menge-
nai suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak 'pidana itu, telah
ada terlebih dahulu:sebelum perbuatan tersebut:dilakukan oleh sege-
orang:Dalam hal suatu perbuatan yang mirip dengan perbuatan yang
dirumuskan -dalam ketentuan imdang-undang;, berdasarkan -asas
legalitas ketentuan itu tidak dapat dipergunakan sebagai dasar pemi-
danaan bagi perbuatan yang hanya mirip tersebut - = .

‘Mengenai larangan dipergunakannya "analogi" dalambidarig hu-
kum pidana, salah seorang Guru Besar dalam'bidang. Hlfriu Hukum,s
berpendapat bahwa sebmknya hdak dlterapkan sécara mutlak namun

sl P LLXT S TR L LA v

RN LT MRR ST AR R PU S UV R
* 3E. Utrecht, Hukuin P;dam] ]akarla PT Penerbxtan Umvemtas, 1958 ha] 2?2—273
SPid, bal 270, o LETed v
5].M. van Bemmelen, Hukum Pidana [ (Onsirafrecht 1), Diterjemahkan cleh Hasnan, Cetakan
pertama, Binacipta, 1984, hal, 70-72

- Wisjono Prodjodikoro, Asas-Ases Hukuri P:dnm di Irldlmesm Cetakan ke—2 Bandung P’I‘
Eresco, 1979, hal. 83-84.
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Pemakaian Pulsa Telepon 73

dapat dipertimbangkan penggunaannyasecara terbatas sesuai dengan
kasus yang sedang diselesaikan. Sedangkan apabila larangan tersebut
diterapkan secata mutlak, maka jelas bahwa berbagai tindak pidana
yang muncu! pada masa sekarang tidak dapat diselesaikan berda-
sarkan ketentuan KUHP yang sekarang berlaku.

Suatu contoh kasus yang penyelesaiannya menghasilkan perbe-
daan pendapat dari para sarjana hukum mengenai apakah penyele-
sian tersebut mempergunakan "analogi”ataukah tidak, adalah putusan
Hoge Raad Belanda tahun 1923 mengenai pemakaian aliran listrik
tanpa izin. Pemakai aliran listrik tersebut dipidana karena dianggap
telah melakukan tindak pidana "pencurian” sebagaimana dirumuskan
dalam ketentuan pasal 362 KUHP.”

‘Beberapa unsur tindak p1dana dalam ketentuan Pasal 362 KUHP
disebutkan antara lain unsur "mengambil” dan unsur "barang”, Apa-
bila berpegang pada asas legalitas, maka di dalam perbuatan sipema-
kai aliran listrik di atas tidak terdapat unsur “mengambil’ dan
"barang”’.Namun karena kemudian diakuinya "perluasan penafsairan”
mengenai pengerfian "barang" yang meliputi pula "barang tidak ber-
wujud” (misalnya "jasa”), dan juga perluasan penafsiran mengenai
pengertian "mengambi.l" yang tidak lagi selalu harus terjadinya sen-
tuhan secara "fisik”, maka akhirnya ketentuan Pasal 362 KUHP itu
dapat diterapkan terhadap pelaku pemmdahan arus hStl'lk tanpa hak
tersebut.

Mengenai hal tersebut di atas kiranya tidak perlu pembahasan
terlalu panjang, yang jelas pada akhirnya pelaku pemindahan arus
listrik tanpa hak, walaupun pemindahan itu tanpa "mengambil suatu
barang” ternyata dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal
362 KUHP, yaitu sebagai pelaku tindak pidana "pencurian”. Apapun
alasan yang dipergunakan Hoge Raad Belanda dalam putusannya
terhadap kasus pemindahan arus listrik tanpa hak-tersebut sebagai
tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), konstruksi hukum itu
akhimya dapat diterima oleh semua pihak. Bahkan sekarang telah
menjadi ketentuan yang fercantum dalam Surat Daftar Pemakaian
Arus Listrik pada setiap pelanggan, yang mengancam dengan sanksi
pidana (pasal 62) bagi pemakai arus listrik tanpa izin dari Perusahaan
Listrik Negara (PLN). -

Adapun mengenai "pulsa telepon” yang dapat menghasilkan

ibid., hal. 42.
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74 Hulkum dan Pembangurin

“jasa" dalam bidang telekomunikasi, kiranya:juga-dapat diartikan
sebagat: a: barang yang tidak berwujud, b. sebagai suatu yang mem.-
punyai nilai ekonomis. Kemudian'cara peﬁg’ambilan*-pulsa telepon
dapat dimasltkkani ke dalam pengertian “mengambil” sebagaimana
yang telah diperluas penafsirinnya, yaitu dengan tanpa memegang
ataupun memindahkan sesuatu barang secara fisik. -

Pengan demikian apabila perluasan penafsiran mengenai pema-
kaian pulsa telepon tanpa hak tersebut dapat diterima, maka kiranya
tidak akan menjadikan persoalan untuk menerapkan ketentuan Pasal
362 KUHP terhadap pelaku manipulasi pulsa telepon itu, apabila
dapat tertangkap dan terbuki atas perbuatannya. Dalam hal ini
memang terdapat "perbedaan” antara sifat "arus listrik” yang jumlah
ataupun kekuatannya "terbatas” dengan "pulsa telepon yang ]umlah
ataupun kekuatannya “tidak terbatas".

Batasan jumlah ataupun kekuatan arus listrik dalamn setiap pema-
sangan, ditetapkan dengan satuan "kilowatt" atau apabila di peru-
mahan penduduk dengan satuan "watt". Setiap pengoperasian suatu
sambungan arus listrik jelas akan mengurangi jumlah tertentu dari
satuan "watt" tersebut, sehingga jumlah satuan watt yang dimiliki
oleh seseorang dapat terpakai habis. Apabila satuan watt itu tidak
jelas batasannya (misalnya pada saluran jalan raya), maka "paling
tidak” dengan banyaknya pengoperasian sambungan arus tersebut
akan dapat mengurangi kekuatan arus listrik itu, sehingga tampak
misalnya dengan redupnya sinar lampu. Dengan demikian pemakai
arus listrik. yang tanpa hak akan. jelas "merugikan" pemaka1 yang
berhak, yaiftu pelanggan ataupun pihak PLN.

Andaikata "Pulsa telepon” itu dapat dianggap sebagai sesuatu
yang - "tidak terbatas” jumlahnya (“unlimited"), karena berapapun
banyaknya jumlah pulsa telepon yang dipergunakan oleh seseorang,
pihak lain masih akan tetap: dapat mempergunakannya juga tanpa
harus khawatir akan kehabisan pulsa, ‘maka’ dalam hal demikian
tampaklah perbedaannya dengan “arus listrik* sebagaimana telah
diuraikan di atas. Dengan demikian sekalipun seseorang itu telah
mempergunakan pulsa telepon tanpa hak, sepintas tampak bahwa
perbuatan tersebut tidak akan mengurangi hak ataupun mengambil
milik siapapun dalam penggunaan pulsa telepon ‘tersebut, karena
pihak lain masih tetap -dapat ‘mempergunaannya dengan sepuas-
puasnya.

Mengenai "ketidak terbatasan” sesuafu, penulis ingin mengemu-
kakan suatu peerbandingan, yaitu dengan jumlah ikan yang berada
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Pemakaian Pulsa Telepon 75

di dalam laut (khususnya jumlah ikan yang berada dalam. perairan
Indonesia atau dalam wilayah Zone Ekonomi Eksklusif). Jumlah ikan
yang berada daiam perairan Indonesia itu kiranya dapat dikatakan

"tidak terbatas”, karena berapapun banyaknya seseorang mengambll
ikan yang berada dalam perarian.Indonesia, ikan tersebut tidak akan
ada habisnya, disebabkan adanya pengisian kembali oleh ikan-ikan
yang datang dari perarian lain di luar Indonesia. Dengan demikian
apabila pelaku pengambil ikan tersebut temyala tanpa izin dari
penguasa, maka sebenarnya perbuatannya itu juga "tidak mengurangx
hak" siapapun atas hak pengambilan ikan, karena siapapun "masih
tetap” dapat mengambil ikan di Jaut sepuasnya Di samping itu, atas
pengambilan ikan tanpa 12111 oleh seseorang tersebut ternyata juga
tidak seorangpun (pihak yang memiliki) dibebankan untuk membayar
harga sejumlah ikan yang telah diambil oleh pelaku tanpa izin itu.
Dalam hal ini karenaikan di laut diciptakan oleh Tuhan Yang Maha
Esa tidak hanya untuk keperluan saiu atau dua orang. Dalam hal ini
tampak bahwa sebenarnya tidak ada pihak yang du'ugu.kan atas
pengambﬂan ikan tanpa izin tersebut. Namun demikian pelaku tanpa
izin yang mengambil 1kan di perarian I.ndone51a ternyata dapat
dituduh telah melakuka.n "pencunan ikan. Tidak saja teriadi di Indo-
nesia, tetapi juga di semua negara di seluruh dunia akan berlaku
demikian apabila wilayah Zone Ekonomi Ekskiusif. mereka ‘merasa
telah dilanggar oleh pelaku pengambil ikan ta.npa izin' dari masing-
masing negara bersangkutan.

Walaupun pelaku pengambil sesuatu yang ]umlahnya tidak
terbatas yang tidak memiliki izin ternyata dapat d1tuduh telah mela-
kukan hndak pldana pencunan, namun dalam hal tersebut masih
diperlukan suat syarat, yaitu mengenai tempat pengambﬂan Tempat
pengambilan untuk tuduhan tersebut, yaitu bahwa pelaku .dalam
melakukan pengambllan ikan harus berada dalam wilayah Zona
Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari negara bersangkutan Dengan demikian
batas wilayah sebagai rumah di’mana ikan-ikan tersebut hnggal
dapat ditetapkan dengan ]elas, yaltu dengan ukuran pan]ang, lebar
ataupun luas.

Berbeda déngan wﬂayah yang d:anggap 5ebaga1 rumah untuk
menyimpan pulsa telepori, Karena batasnya- tidak dapat ‘ditetapkan
secara jelas dengan ukuran panjang, lebar, ataupun luas. “‘Namun
menurut penulis, batas wilayah tersebut sebenarnya telah dipagari
oleh nomor sambungan telepon yang dimiliki oleh pelanggan masing-
masing, walaupun tidak dapat dinyatakan dengan ukuran luas.
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Dengan demikian apabﬂa seseorang mempergunakan pulsa yang’ber-’
ada’ dalan wilayah némor sambungan telepon pelanggan lain tanpa
izin dari pelanggan yang bersangkutan, maka perbuatan’ itu adalah
sama dengan memasuki rumah orang Jain dan. mengambﬂ sesuatu
yang ada di dalamnya tanpa izin si pen'uhk rumah

Kesunpulan '

Dengan beberapa perhmbangan bahiwa: et
Dalam Rancangan KUHP Nasional, pelaku ‘tersebut 'akan dapat
dijaring dengan ketentuan Pasal 479 yang menyataka.n bahwa:®

- “Barangsiapi memperoleh secara curing sesuati jasa wntuk diri sendiri

""" atau orgng lain dari piak kzhga tanpa. mmbayar penuh penggundan

 jasa’ ‘bersebut, dipidana dengan pidana penjara palmg !ama sity tahun

‘atau ‘denda palirig banyak kategori ILI". - -

‘Merigenai “juinlah denda yang termasuk’ dalam Kategori 111,

~mherturut keterifuan, ‘Pasal 73’ Rancangan KUHP Nasional, maksi-

* mur adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Ketentuan tersebut

'memang sangat’ tepat untuk' dikenakan kepada pemakai pulsa
télépon tanpa hak, karena jelas tidak- perlu Tagi mencari Kon-
sl'ruk51 hitkum dengan segala penafsu'an yang diperbolehkan.

* Namun sayanngnya sampai saat ini Rancangan KUHP Nasional

_ tersebut belum juga dapat dlsahkan sebaga1 undang-undang

" Dengan demikian untuk : menangam kasus tersebut tetap hams

dicarikan konstruks1 hukumnya, =

2. Mengmgat persamaan nilai antara "pulsa telepon dengan ‘arus

" listrik"’ (yaitu ‘mempunyai nilai “ekonomis®), dan juga dapat
dlanggapnya ‘bahwa pulsa telepon sebagai "barang” yang tidak
berwu]ud maké& dengan demikian  pulsatelepon dapat ditafsirkan
sebagai pengertidn "barang” sebagaumana du:naksud oléh keten—

' tuan Pasal 362 KUHP.

3. " Dari perkembarigan pengértian mengenal mengambll' sebagai
salah satu unsur tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP yang telah
’,"dlterapkan terhaclap pelaku penyambungan arus listrik (yaitu
- tanpa menyentuh arus hsl-nknya ﬂ-u sendm) maka jelas penger-

el ""1'

, EDel::artetrw_n Kehnklman Pen;ea‘.asan Naskah Rancnngan KUHP Baru Dlsusu.n oleh Panitia
RUU KUHP 1991/1992, hal, 145.
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Han "mengambil" dalam Pasal 362 KUHP itu juga dapat diartikan
sama dengan pemakai pulsa telepon tanpa hak.tersebut.
Walaupun misalnya pulsa telponitu merupakan sesuatu yang
jumlahnya "tidak terbatas"; namun pemakaian pulsa telepon
tanpa hak-itu ternyata jelas dapat menimbulkan kerugian pihak
lain, di mana pihak lain dibebankan untuk membayar jumlah
pulsa tersebut. Apabila diperbandingkan dengan pengambilan
ikan di perairan Indonesia sebagaimana telah dikemukakan, keru-
gian pihak lain yang ditimbulkan dari pemakaian pulsa telepon
tanpa hak, tampak lebih jelas:dan bahkan perbuatan tersebutjuga
jelas dapat mengurangi hak pelanggan, yaitu'-hak untuk memper-
gunakan sambungan teleponnya yang menjadi hilang karena
sambungan teleponnya dipergunakan oleh orang lain. Dengan
demikjan perbuatan pelaku pemakai pulsa telepon tanpa hak
tersebut kiranya juga dapat dipersamakan dengan -perbuatan
pengambil ikan tanpa hak oleh orang asing di perairan Indonesia.
Mengenai wilayah atau rumah tempat menyimpan pulsa telpon
yang dilindungi oleh hukum, memang tidak dapat dinyatakan
dengan ukuran panjang dan lebar ataupun luas, namun jelas
bahwa batas tersebut dinyatakan dengan angka nomor sam-
bungan telepon dari masing-masing pelanggan. Dengandemikian
siapapun yang "masuk” ke dalam batas nomor sambungan
telepon tertentu dan "mengambil" pulsa telepon yang berada di
dalamnya tanpi izin pemiliknya, walaupun pulsa yang ada di
dalamnya jumlahnya tidak terbatas, perbuatan tersebut tetap
merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum.
Ketentutan Pidana dalam Undang-Undang Telekomukas1 (Pasal
23 UU No. 3/19B9) menyebutkan bahwa:

“Setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan dengan sengaja untuk
mengubah jaringan telekomunikasi danfatau memanipulasi penyeleng-
garaan telekomunikasi sehz'ngga menimbulkan kerugian pada- penye-
lenggara ataupun pemakai jasa telekomunikasi merupnkan tmdak
pidana”.

Selanjutnya dari penjelasan pasal tersebut dapat dikemukakan
beberapa contoh perbuatan pemakai pulsa telepon tanpa hak
yang dengan sengaja memanipulasi penyelenggaraan teleko-
munikasi sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, di
antaranya yaitu: a. Pencantolan sambungan telepon, dan b. Pema-
sangan nomor ganda. Kedua perbuatan tersebut akan mem-
berikan beban untuk membayar biaya pulsa kepada pelanggan
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' Yang - nomor samburngan.teleponnya: dicantol atau digandakan
oleh pelaku.yang Hdak berhak itu. Penyelenggara telekomunikasi
- juga dapat-dirugikan, yaitu apabila nomor sambungan telepon
‘yang dipakai oleh:orang- yang tidak berhak itu:belum ada
pelanggannya. Dari ketentuan dan.penjelasan Pasal 35 UU No.
3/1989 tersebut jelas bahwa perbuatan pemakai pulsa telepon
tanpa hak itu merupakan suatu "tindak pidana®. Namun temyata
ketentuan tersebut tidak menyertakan ketentuan mengenai
ancaman pidana bagi perbuatan bersangkutan. Dengan demikian
. untuk penyelesaiannya, memamg tidak -ada jalan lain kecuali
harus kembali dengan mempergunakan ketentuan umum yang
duumuskan dalam KUHP. :

Dari beberapa perl:unba.ngan di atas, maka penuhs berpendapat
dengan beberapa pembawa ‘makalah ataupun pembicara dalam
Seminar Sehari di Semarang mengenai "Kejahatan di Bidang Teleko-
munikasi” sebagaimana telah dikemukakan, yaitu atas usulan mereka
agar dapat diterapkannya ketentuan Pasal 362 KUHP (tindak pidana

pencurian) terhadap pelaku pemakalan pulsa telepon tanpa hak ter-
sebut .

<

Berbagai Saran

Salah seorang pembawa makalah ataupun pembicaradalam Semi-
nar Nasional di Semarang mengenai Kejahatan di Bidang Telekomu-
nikasi, mengusulkan agar pemakai pulsa telepon tanpa hak tersebut
dapat dikenakan sanksi pidana secara kumulatif: Khususnya dalam
hal seseorang telah melakukan pemasangan nomor ganda yang sekali-
gus juga menjadi pemakainya, disarankan untuk kemungkinannya
dapat dikenakan dua sanksi pidana, yaitu a. Pasal 35 UU No. 3/1989
terhadap perbuatan pemasangan nomor ganda, dan b. Pasal 362
KUHP terhadap perbuatan pemakaiannya. Kumulasi sanksi pidana
yang disarankan oleh pembawa makalah tersebut adalah berdasarkan
atas teori Gabungan Tindak Pidana yang tercantum dalam Pasal 63
sampai dengan 71 KUHP. Dalam hal demikian maka pelaku pema-
sangan nomor ganda yang sekaligus juga pemakainya tersebut dapat
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dikenakan pidana yang terberat ditambah dengan sepertiganya.? .

Mengenai hal tersebut di- atas, menurut penulis terdapat dua
permasalahan; yang pertama yaihr mengenai kumulasi pidana itu
sendiri. Untuk dapat memberikan hukuman secara kumulatif, ten-
tunya harus diketahui terlebih' dahulu.mengenai lamanya hukuman
ataupun jenis- pidana yang dapat dijatuhkan ‘bagi masing-masing
perbuatan ymg telah- dilakukan. .Apabila pidana tersebut berupa
"denda”, maka denda itu harus dikonversi terlebih dahulu menjadi
pidana kurungan pengganti yang lamanya disesuaikan dengan jurnlah
denda -yang dijatuhkan terhadap pelaku. Sedangkan bagi perbuatan

“pemasangan nomor. ganda” yang dinyatakan sebagai-tindak pidana
berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU No: 3/1989.itu, sama sekali tidak
menyebutkan mengenai lamanyahukuman ataupunjénis pidanayang
diancamkan terhadap pelaku perbuatanbersangkutan. Olehkarenaitu
menurut penulis, mengenai pelaku "pemasargan nomor ganda" yang
sekaligus juga pemakai "pulsa telepon tanpa hak” sebagaimana dise-
butkan di atas, kiranya cukup apabﬂa dxkenakan satu sanksi pidana,
yaitu Pasal 362 KUHP. . -

Permasalahan kedua ya1tu apablla pelaku pemasangan nomor
ganda tersebut bukan sekaligus sebagai pemakai, makaia hanya akan
dapat dikenakan ketentuan Pasal 35 UU No. 3/1969 yang sama sekali
tidak menyebutkan mengenai sanksinya.. Sedangkan. apabila dibaca
perumusan dalam ketentuan Pasal 35 UU No. 3/1989 tersebut, maka
perbuatan pemasangan nomor ganda itu baru dapat dinyatakan
sebagai tindak-pidana apabila-perbuatan itu dapat menimbulkan
kerugian pihak lain. Dalam hal sekedar hanya melakukan pema-
sangan nomor ganda dan idak mempergunakannya, maka perbuatan
tersebut tidak termasuk dalam perumusan Pasal 35 UU No. 3/ 1989
karena perbuatan tersebut tidak merugikan siapapun..:

‘Mengenai permasalahan kedua di. atas, penulis.. berpendapat
bahWa sekalipun seseorang hanya melakukan pemasangan Nnomor
ganda, namun apabila orang itu memberikan sarana (alat) yang di-
buainya tersebut kepada orang lain untuk mempergunakannya, maka
sipembuat nomor ganda itu dapat dituduh telah melakukan suatu

T - , : .
9. Yahya Ha.rahap Anrmpasr Apamr Pertega.k Hukum dalarm- Pemnggulangan Ke,'nhalnn
Komunikasi, makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Kejahatan di Bidang Telekomunikasi

danPenanggulangannya dilndonesia”, disclenggarakan atas kerjasama Fakultas H ukum UNDIP
dengan PT Telkom, di Semarang 25 April 1996, hal. 24 -26,
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perbuatan sebagaimana dirumuskan -dalam ketentuan Pasal 55 atau-
pun 56 KUHP, yaitu mengenai "Penyertaan Tindak Pidana”. Pasal ter-
sebut kemudian’ dlhubungkan dengan ketentuan tindak pxdana pokok
yaitu Pasal 362 KUHP. -

Dalam. hal perbuatan ° merusak" ]an.ngan telekomumka91, salah
seorang pembawa makalah'dalam Seminar Sehari di Semarang mem-
berikan saran, bahwa walaupun perbuatan "merusak” suatu barang itu
terdapat ketentuannya dalam Pasal 406 KUHP, namun. terhadap si
pelaku agar seyogyanya dipergunakan’asas.'lex specialis’ dengan
menerapkan ketentuan Pasal 36 UU No.3/1989 yang sanksi pidana-
nya seélama-lamanya4 tahun penjara‘atau denda setinggi-tingginya
Rp. 40.00.000;- (empat puluh juta’ rupiah).:Sedarigkan apabila per:
buatan “merusak” tersebut diikuti dengan “pemakaian pulsa telepon
tanpa hak", maka disarankan agar terhadap: si. pelaku. dikenakan
ketentuan Pasal 362 KUHP yang sa.nks: p1dananya selama-lamanya 5
(lima) tahun penjarait®. .-«

Mengenai perbuatan'yang terkahlr tersebut yaltu merusak yang
diikuti dengan "pemakaian pulsa telepon tanpa hak"; kiranya per-
buatan itu' dapat dimasiikkan ke: dalam "penafsiran” ‘sebagaimana
ketentuan .yang' dirumuskan di- dalam -Pasal 363 ayat (1) No: 5
KUHP,"* Pasal-tersebut mengancam pidana bagi pelaku: perbuatan
bersangkutan dengan hukuman pénjara selama-lamanya tujuh tahun.
Dalam hal ini termasuk pulsa perbuatan "pemakaian pulsa telepon
tanpa hak” dengan “pencantolan”.kawat telepon yang :térbungkus
(dengan cara “mengupas” bungkus kawat telepon tersebut). Sedang-
kan apabila- kawat -telepon ‘itu tidak terbungkus, maka terhadap
pelaku. cukuplah kiranyadikenakan ketentuan Pasal 362 KUHP.
Namun apabila ‘perbuatan pencantolan” dengan cara “mengupas”
kawat telepon terbungkus tersebut dapat dimasukkan dalam "penger-
tian" kata “merusak" sebagaimana‘dimaksudkan oleh ketentuan Pasal
116 UU No. 3/1989; maka pénulispun sependapat dengan:pembawa
makalah yang memberikan saran agarterhadap si pelaku dapat

Lo

10Mohd. Gempita, Kejahatan Bidang Telekomunikasi Dampaknya Terhadap Masyarakat dan
Negara, makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Kejahalan di Bidang Telekomunikasi dan
Penanggulangannya di Indenesia”, disclenggarakan atas kerjasama Fakullas Hukum UNDIP
dengan PT Telkom, di Semarang 25 April 1996, hal. 11. .

11g R. Sianturi, SH, Tindak Pidana D;KUHPBenkutUraJannyn Cel ke—2 Jakarta Mumm
AHAEM - PETEHAEM, 1989, hal. 605,
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dikenakan sanksi pidana secara kumulatif sebagaimana diatur dalam
Pasal 66 KUHP. Pemakaian pulsa telepon tanpa hak dikenakan Pasal
362 KUHP, sedangkan perbuatan merusak dikenakan ketentuan Pasal
36 UU Nmer 7/1989. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal
66 KUHP, ancaman pidana bagi si pelaku. menjadi pidana yang
terberat (Pasal 362 KUHP 5 tahun) dltambah dengan 1/3 dari 5
tahun.1?

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pldana (KUHAP)
bahkan dimungkinkan untuk dapat menuntut seseorang pelaku tindak
pidana, dengan sanksi pidana yang digabungkan secara bersama-
sama dengan tuntutan "ganti kerugian" yang diajukan cleh pihak
yang merasa telah dirugikan atas perbuatan seseorang tersebut.
Ketentuan tersebut terdapat dalam Bab XIII mengenai "Penggabungan
Perkara Gugatan Ganti Kerugian™yang dirumuskan mulai dari Pasal
99 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Penjelasan resmi dari pasal
yang bersangkutan (Pasal 98 KUHAP) menyebutkan bahwa maksud
penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana, adalah supaya
perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta
diputus sekaligus dengan perkara pidana yang besangkutan. Yang
dimaksud dengan "kerugian bagi orang lain" adalah termasuk keru-
gian pihak korban.
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